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ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana praktik akuntansi
keberlanjutan telah berkembang secara sukarela karena kebutuhan akan informasi,
tekanan untuk pelaporan yang lebih transparan, dan kebutuhan perusahaan untuk
menjelaskan model bisnis secara lebih rinci dalam ketidakpastian usaha dan
ketidakpastian lingkungan setelah tahun 2022. Kerangka pengungkapan berkembang
pertama kali sebagai inisiatif industri untuk menangkis kritik, dan kemudian sebagai
inisiatif independen bagi kelompok penekan untuk melihat inisiatif industri seringkali
dangkal dan menuntut akuntabilitas yang lebih luas. Metode penelitian yang digunakan
adalah kualitatif berdasarkan studi kepustakaan. Standar Global Reporting Initiative
(GRI) sekarang paling banyak digunakan dari kerangka kerja independen ini. Standar
GRI memerlukan proses identifikasi pemangku kepentingan, diikuti dengan proses
pelibatan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi masalah sosial dan lingkungan
material yang harus dicakup dalam pengungkapan. Hasil atau kesimpulan dari
penelitian ini bahwa pelaporan yang terintegrasi dapat dilihat sebagai perkembangan
terkini dalam pelaporan masalah ketidakpastian sosial dan lingkungan. Kerangka kerja
dan gambaran singkat dari perkembangan lingkungan usaha.

Kata kunci: environmental uncertainty, integrated reporting, sustainability accounting
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BAB |
PENDAHULUAN

Praktik akuntansi keberlanjutan telah berkembang secara “sukarela” karena adanya
kebutuhan akan informasi, tekanan terhadap kebutuhan pelaporan yang lebih transparan,
dan kebutuhan perusahaan untuk menjelaskan model bisnis mereka secara lebih rinci.
Kerangka pengungkapan berkembang secara sistematis sesuai perkembangan zaman.
Pertama, sebagai inisiatif industri untuk menangkis kritik, dan kedua, sebagai inisiatif
independen dalam kelompok penekan melihat melalui inisiatif industri sering dangkal
dan menuntut akuntabilitas yang lebih luas. Standar GRI sekarang ini paling banyak
digunakan dari kerangka kerja independen yang berkembang secara masif. Standar GRI
memerlukan proses identifikasi pemangku kepentingan, diikuti dengan proses pelibatan
pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi masalah sosial dan lingkungan material
yang harus dicakup dalam pengungkapan. Pelaporan terintegrasi dapat dilihat sebagai
perkembangan terkini dalam pelaporan masalah sosial dan lingkungan.

Penelitian ingin memberikan memberikan gambaran tentang peran akuntansi
keberlanjutan dan pelaporan terintegrasi, termasuk latar belakangnya mengenai apa
yang dapat dipelajari dari perspektif teoritis berbeda yang telah diterapkan pada praktik
ini, terutama seputar pertanyaan mengapa organisasi memilih untuk mengungkapkan,
informasi yang dibutuhkan pemangku kepentingan, apa yang terjadi pada pelaporan
setelah krisis; penentu pengungkapan lainnya, adanya konsekuensi pengungkapan,
pengungkapan oleh sektor publik dan organisasi nirlaba, sistem pengendalian
manajemen yang mendukung pelaporan; dan jaminan keberlanjutan dan pelaporan
terintegrasi.

Untuk sebagian besar perusahaan atau organisasi lainnya pada abad ke-20,
pelaporan dan sistem akuntansi yang mendukungnya dijelaskan sebagai perkembangan
teknis rasional yang didorong oleh kebutuhan informasi pasar modal (Watts &
Zimmerman 1976; Watts & Zimmerman 1978; Hopwood 1987). Perubahan norma
sosial selama tahun 1960-an dan 1970-an membawa tekanan yang berbeda untuk
menanggung pada perusahaan dan organisasi lain, termasuk tuntutan untuk akuntabilitas
sosial dan lingkungan yang lebih besar. Hal ini menyebabkan konseptualisasi yang lebih
luas dari sifat akuntansi, mulai tahun 1980-an. Menggunakan teori yang diambil dari

sosiologi, psikologi dan ilmu politik, peneliti mulai menjelaskan akuntansi sebagai



konstruksi sosial yang dinamis dan lebih dari sekadar sistem pemrosesan informasi yang
netral (Burchell dkk., 1980; Cooper 1980; Hoskin & Macve 1986; Hopwood 1987).
Yang menarik dalam penelitian ini adalah kesadaran bahwa pelaporan perusahaan dapat
memberikan ‘pertanggungjawaban’ kepada konstituen yang tertarik dan bahwa sistem
akuntansi konvensional dapat diperluas untuk mencakup lebih dari sekadar pelaporan
masalah keuangan (Hopwood 1987; Gray dkk., 1995). Munculnya berbagai jenis
pelaporan  non-keuangan atau Lingkungan, Sosial dan Tata-kelola/LST
(ESG/Environmental, Social, and Governance) oleh karena itu, dapat dilihat sebagai
praktik yang didorong oleh tuntutan dan tekanan para pemangku kepentingan, dan
kebutuhan organisasi untuk menanggapi tekanan ini dengan menjelaskan dampak sosial
dan lingkungan mereka. Inisiatif pengungkapan sukarela ini, di beberapa yurisdiksi,
mengarah pada peraturan yang mengamanatkan pengungkapan sosial dan lingkungan
(De Villiers & Alexander, 2014).

Berkaitan dengan praktik akuntansi keberlanjutan dalam ketidakpastian usaha dan
ketidakpastian lingkungan setelah tahun 2022, terutama setelah masa puncak pandemi
diprediksi akan berlalu, berkisar pada seputar pertanyaan mengapa perlunya organisasi
khususnya yang berorientasi laba memilih untuk mengungkapkan kegiatan operasional,
informasi yang dibutuhkan pemangku kepentingan, apa yang terjadi pada pelaporan
setelah krisis dalam 2 (dua) tahun terakhir; penentu pengungkapan lainnya, adanya
konsekuensi pengungkapan, pengungkapan oleh sektor publik dan organisasi nirlaba,
sistem pengendalian manajemen (MCS/Management Control System) yang mendukung
pelaporan; dan adanya jaminan keberlanjutan serta dapat disusunnya pelaporan
terintegrasi.

Sektor publik dan nirlaba merupakan bagian penting dari ekonomi global sebagai
pendorong keberlanjutan melalui pelaporan terpadu di sektor ini dan menangani
tantangan yang terlibat dalam berbagai sektor usaha. Selanjutnya, ingin diketahui
sampai sejauh manaperan yang dimainkan oleh MCS dalam mendukung pelaporan
keberlanjutan dan strategi keberlanjutan, mengusulkan kerangka MCS berkelanjutan
untuk memberi kontrol baik secara formal dan informal. MCS dapat digunakan pula
untuk tujuan operasional dan strategis. Pertanyaan mengenai jaminan eksternal atas
laporan berkelanjutan dan laporan terintegrasi, yang digunakan sebagai metode untuk

meningkatkan kredibilitas laporan di antara para pemangku kepentingan. Para



profesional akuntansi melihat jaminan sebagai kesempatan untuk memperluas layanan
mereka ke wilayah baru.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana praktik akuntansi
keberlanjutan telah berkembang secara sukarela karena kebutuhan akan informasi,
tekanan untuk pelaporan yang lebih transparan, dan kebutuhan perusahaan untuk
menjelaskan model bisnis secara lebih rinci dalam ketidakpastian usaha dan
ketidakpastian lingkungan setelah tahun 2022. Kerangka pengungkapan berkembang
pertama kali sebagai inisiatif industri untuk menangkis kritik, dan kemudian sebagai
inisiatif independen bagi kelompok penekan untuk melihat inisiatif industri seringkali
dangkal dan menuntut akuntabilitas yang lebih luas.

BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA

Pandangan konvensional di jantung penelitian akuntansi membawa pada arus utama
awal adalah bahwa tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan keuntungan bagi
pemegang saham. Posisi ini ditantang dan digantikan dengan model yang lebih inklusif,
yang menekankan bahwa perusahaan bertanggung jawab kepada kelompok pemangku
kepentingan yang luas daripada hanya pemegang sahamnya (Solomon, 2010). Hasilnya
adalah bahwa perusahaan tidak dapat fokus hanya pada menghasilkan keuntungan
finansial untuk kepentingan penyedia utang dan ekuitas. Sebuah perusahaan beroperasi
sesuai dengan izin sosial yang mengharuskan pengelolaan kekhawatiran dan harapan
terkait LST untuk memastikan dukungan berkelanjutan para pemangku kepentingan dan
pada gilirannya, kemampuan organisasi untuk melanjutkan kelangsungan usahanya (De
Villiers & Barnard, 2000; Deegan, 2002; Atkins & Maroun, 2015).

Dari perspektif ini, bentuk awal pelaporan LST dan munculnya standar pelaporan
non-keuangan yang terkodifikasi, dapat dijelaskan sebagai produk dari tekanan
pemangku kepentingan yang mendasari dan keinginan untuk mendapatkan dan
mempertahankan legitimasi organisasi. Ketika pelaporan LST menjadi terkenal sejak
1980-an dan seterusnya, para ilmuwan sosial berpendapat bahwa fungsinya dalam
praktik bisnis kontemporer semakin diterima begitu saja (DeVilliers & Alexander

2014). Ini telah berkontribusi pada pelembagaan banyak kode praktik terbaik yang



menangani berbagai aspek pelaporan non-keuangan dan telah memberikan dorongan
lebih lanjut untuk proliferasi apa yang sekarang disebut sebagai pelaporan berkelanjutan
dan terintegrasi.

Aliran penelitian berkaitan dengan determinan ekonomi dan konsekuensi dari
berbagai jenis pengungkapan non-keuangan. Ini melibatkan pembangunan hubungan
antara tingkat pengungkapan non-keuangan dan: kinerja ekonomi dan nilai perusahaan
(untuk contoh terbaru, dapat lihat pada: Cahan dkk., 2016; De Klerk & De Villiers,
2012; De Klerk dkk., 2015; Marcia dkk., 2015; De Villiers & Marques, 2016); proses
organisasi (Churet & Eccles, 2014); kualitas manajemen (Churet & Eccles, 2014); dan
asimetri informasi (De Klerk & De Villiers, 2012). Kerangka kerja ini didasarkan pada
kasus bisnis untuk pelaporan non-keuangan dan teori keagenan (Agency Theory).
(Jensen, 1986)

Istilah 'pelaporan keberlanjutan' digunakan dalam buku ini sebagai sinonim atau
istilah kolektif untuk pelaporan sosial dan lingkungan; pelaporan tanggung jawab sosial
perusahaan; pelaporan LST; pelaporan terintegrasi dan bentuk lain yang disebut
pelaporan non-keuangan. Penggunaan istilah yang tidak konsisten (dan definisi untuk
jenis pelaporan ini) menunjukkan bahwa akuntansi 'keberlanjutan’ seringkali bukan
tentang meningkatkan keberlanjutan, tetapi tentang pengungkapan informasi yang
berkaitan dengan keberlanjutan sosial dan lingkungan dan menggambarkan, misalnya,
peningkatan efisiensi lingkungan. Perspektif kritis bahwa pelaporan keberlanjutan
mungkin telah ditangkap oleh organisasi yang kuat sebagai metode untuk menghadapi
tekanan pemangku kepentingan dan bahwa kapitalisme, orientasi maskulin, daya saing
bisnis, dan peran akuntansi dalam proses ini sebenarnya dapat merusak keberlanjutan
yang sebenarnya. belum dieksplorasi secara mendalam.

Praktik pelaporan berkelanjutan dan terintegrasi, memberikan gambaran tentang
perkembangan dan evolusinya sebagai akibat dari tekanan pemangku kepentingan untuk
mengungkapkan lebih banyak informasi sosial dan lingkungan, dan kebutuhan
organisasi untuk menjelaskan dampaknya. Kerangka pengungkapan berkembang untuk
memungkinkan organisasi mengklaim bahwa pengungkapan mereka mematuhi praktik
terbaik, dengan GRI sekarang menjadi faktor terpenting dalam bidang ini, seperti yang

dijelaskan pada diagram berikut:
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Gambar 2.1: Diagram Pelaporan Berkelanjutan (Sumber: Al Razi dkk., 2015)

BAB Il
METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif berdasarkan studi kepustakaan.
Standar GRI sekarang paling banyak digunakan dari kerangka kerja independen ini.
Standar GRI memerlukan proses identifikasi pemangku kepentingan, diikuti dengan
proses pelibatan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi masalah sosial dan
lingkungan material yang harus dicakup dalam pengungkapan. Hasil atau kesimpulan
dari penelitian ini bahwa pelaporan yang terintegrasi dapat dilihat sebagai perkem-
bangan terkini dalam pelaporan masalah ketidakpastian sosial dan lingkungan.

Kerangka kerja dan gambaran singkat dari perkembangan lingkungan usaha.



BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data dan analisis yang dilakukan oleh LPEM FEB-UI (2022)Tingkat

pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia pada Triwulan-1V 2021

diperkirakan sebesar 5,1% (y.0.y), sehingga perkiraan untuk FY 2021 berada di angka

3,7% (y.o.y). Potensi lonjakan ke tingkat pertumbuhan PDB pra-pandemi di 4,9%-5,1%
(y.0.y) pada tahun 2022.

a.

Program stimulus besar-besaran telah menciptakan pemulihan permintaan yang lebih
cepat dari perkiraan di berbagai negara, terutama negara maju, menciptakan masalah
baru berupa peningkatan tekanan inflasi karena sisi penawaran relatif lebih lambat

untuk merespons;

. Naiknya biaya produksi juga menambah tekanan pada inflasi spiral saat ini. Pada 3

(tiga) jalur utama yang berkontribusi terhadap kenaikan biaya produksi adalah

kenaikan harga tenaga kerja (upah), harga bahan input, dan biaya energi;

. Indonesia diuntungkan dengan tingginya harga energi, terutama batu bara dan CPO

(Crude Palm Qil), karena neraca perdagangan dua komoditas ini tercatat surplus
sebesar USD54 miliar pada tahun 2021, setara dengan 157% dari total surplus
perdagangan Indonesia tahun 2021 sebesar USD35 miliar;

. Selain itu, kenaikan harga energi juga mendorong kenaikan penerimaan negara dan

berhasil mencatatkan realisasi sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
sebesar Rp451,98 triliun pada tahun 2021, setara dengan 151% dari target APBN
(Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2021 dan 31,46% lebih tinggi
dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya;

. Program normalisasi moneter yang lebih cepat dari perkiraan yang diambil oleh

negara-negara maju sebagai langkah untuk mengendalikan inflasi kemungkinan akan
memiliki dampak yang relatif terkendali terhadap sektor keuangan Indonesia;
Dibandingkan dengan taper tantrum 2013, tapering yang sedang berlangsung
berdampak lebih kecil pada arus keluar modal Indonesia dan depresiasi Rupiah
karena kepemilikan asing yang lebih rendah atas aset Indonesia, adanya surplus
perdagangan dibandingkan dengan defisit saat itu, dan pandangan serta komunikasi
yang lebih jelas dari Bank Sentral AS (The Fed);
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g. Risiko inflasi di Indonesia relatif rendah karena stimulus yang relatif lebih rendah dan
kemajuan pemulihan bertahap yang memungkinkan sisi penawaran memiliki lebih

banyak waktu untuk mengejar kenaikan permintaan.

Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan oleh Deloitte Konsultan Indonesia
(2021) mengenai peranan para Chief Executive Officer (CEO) dalam mengawal
keberlanjutan dan LST:

Incorporation of Sustainability & ESG into

Governance Structure

0: How do you align sustoinobility & E5G into the organizotion's governance
structure? May onswer more than one.

(=133}

62% Embedding additional sustainability & ESG job
o description and function on existing team

Appointing members of BOD to lead sustainability &
0,
46/6 ESG issues

42% Integrating sustainability & ESG into company’s KPI
% in management level

39% Establishing sustainability committee to monitor
0 sustainability & ESG issues

Appointing dedicated person (such as Chief
Sustainability Officer) in executive level for
sustainability & ESG issues

Gambar 4.2.1: Penerapan Keberlanjutan dan LST pada Struktur Tata-kelola
(Sumber: Deloitte)

DEEP DIVE: INTEGRATION BASED ON COMPANY OWNERSHIP
Q: How do you align inability & ESG into the ization's g e structure?You may answer
maore than one.

{n-lach

Local Company

@ Embedding additional sustainability & ESG job description and
function into the existing team

@ Appointing members of BOD to lead sustainability & ESG issues
Integrating sustainability & ESG into company’s KPI at the

management level

Multinational Company

@ Embedding additional sustainability & ESG job description and
function into the existing team

@ Appointing members of BOD to lead sustainability & ESG issues

Establishing sustainability committee to monitor sustainability & ESG
issues

43%

State-Owned Enterprise

Integrating sustainability & ESG into Company’s KPI at the
management level

Embedding additional sustainability & ESG job description and
function into the existing team

100

Establishing sustainability committee to monitor sustainability & ESG
issues

Gambar 4.2.2.: Integrasi Berdasarkan Kepemilikan Perusahaan
(Sumber: Deloitte)
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Pelaporan Keberlanjutan

Pelaporan keberlanjutan memiliki sejarah panjang (De Villiers dkk., 2014a).
Sebagai contoh, Lewis dkk. (1984) menemukan bukti bentuk awal akuntansi keuangan
untuk karyawan sejak tahun 1917. Ada juga contoh bentuk dasar pelaporan tanggung
jawab sosial perusahaan (CSR/Corporate Social Responsilibity) oleh perubahaan baja
Amerika Serikat dan perusahaan pertambangan Australia dalam laporan perusahaan
mereka yang diterbitkan pada akhir 1890-an dan awal 1900-an (Hogner 1982; Guthrie
& Parker, 1989). Peningkatan pengungkapan sering kali mengikuti tekanan pemangku
kepentingan yang terus meningkat setelah insiden sosial atau lingkungan, seperti
tumpahan minyak besar (Patten, 1992; Summerhays & De Villiers 2012). Pemangku
kepentingan tidak selalu ditenangkan dengan pengungkapan tambahan, karena mereka
sadar bahwa organisasi dapat menggunakan pengungkapan ini untuk menekankan aspek
positif dan mengabaikan aspek negatif.

Untuk meningkatkan kredibilitas pengungkapan tanggung jawab sosial dan

lingkungan mereka, perusahaan membentuk organisasi yang dimaksudkan untuk secara
independen menentukan perusahaan apa yang harus dilaporkan dalam industri tersebut.
Perusahaan kemudian dapat berlangganan kerangka pengungkapan badan ‘independen’
ini. Tentu saja, pemangku kepentingan yang canggih segera memahami taktik ini.
Badan-badan yang benar-benar independen, masing-masing dengan kerangka
pengungkapan sosial dan lingkungan mereka sendiri, bermunculan, memberikan pilihan
kerangka kerja yang lebih luas bagi perusahaan. Penyedia kerangka kerja bersaing untuk
menjadi yang paling relevan dan kredibel. Kerangka kerja yang paling banyak
digunakan saat ini adalah standar yang dikeluarkan oleh GRI (KPMG, 2015).
Pelaporan keberlanjutan sekarang menjadi hal yang biasa, dengan sebagian besar
perusahaan besar dunia mengungkapkan informasi keberlanjutan dari perusahaannya
(KPMG 2015; Hughen dkk., 2014). Dimana perusahaan-perusahaan ini menentukan
kerangka kerja yang sebagian besar menyebutkan GRI sebagai acuan utama (KPMG
2015). Organisasi pemerintah dan nonpemerintah sering kali juga mengungkapkan
informasi keberlanjutan dan menggunakan kerangka kerja dari GRI.

GRI tidak mendefinisikan ‘'keberlanjutan’, secara langsung tetapi pedomannya
menunjukkan model 3 (tiga) dimensi berdasarkan dampak ekonomi, lingkungan, dan

sosial organisasi (Lamberton 2005). Menurut GRI (2016, p. 3), standarnya: menciptakan
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bahasa yang umum untuk organisasi dan pemangku kepentingan, yang dengannya
dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial organisasi dapat dikomunikasikan dan
dipahami. Standar dirancang untuk meningkatkan daya banding global dan kualitas
informasi mengenai dampak ini, sehingga memungkinkan transparansi dan akuntabilitas
yang lebih besar bagi organisasi.

Pedoman GRI terdiri dari standar yang bersifat universal dan standar yang spesifik
sesuai topik tertentu. Prinsip-prinsip pelaporan inti (GRI 100); merekomendasikan
pengungkapan umum yang dirancang untuk memberikan konteks tentang suatu
organisasi (GRI 102); dan memberikan panduan tentang cara menangani masalah
material, yang dikelola dan dilaporkan menggunakan standar topik tertentu (GRI 103).
Hal ini termasuk GRI 200, GRI 300 dan GRI 400, yang berhubungan dengan pelaporan
ekonomi, lingkungan serta dampak sosial (GRI 2016). Standar GRI mengharuskan
untuk melakukan identifikasi terhadap para pemangku kepentingan perusahaan yang
dilanjutkan dengan pengikutsertaan para pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi
persoalan yang dianggap material khususnya menyangkut kondisi sosial dan lingkungan

yang harus tertampung dalam sebuah pengungkapan perusahaan.

Pelaporan Terintegrasi

Pelaporan terintegrasi dapat dilihat sebagai perkembangan terbaru dalam pelaporan
keberlanjutan (De Villiers dkk., 2014b; De Villiers dkk., 2017). Kerangka kerja
pelaporan terintegrasi yang baru-baru ini diterbitkan adalah hasil dari upaya
International Integrated Reporting Council (IIRC), Komite Pelaporan Terintegrasi
Afrika Selatan (IRCSA), GRI, Dewan Bisnis Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan,
Institut Sumber Daya Dunia, Proyek Pengungkapan Karbon, dan UN Global Compact
(IRCSA, 2011; De Villiers dkk., 2014b; Atkins & Maroun, 2015). IIRC menyatakan
bahwa tujuan utama dari laporan terintegrasi adalah untuk: “Menjelaskan kepada
penyedia modal keuangan bagaimana sebuah organisasi menciptakan nilai dari waktu-
ke-waktu. Laporan terintegrasi menguntungkan semua pemangku kepentingan yang
tertarik pada kemampuan organisasi untuk menciptakan nilai dari waktu-ke-waktu,
termasuk karyawan, pelanggan, pemasok, mitra bisnis, komunitas lokal, pembuat
peraturan, dan pembuat kebijakan.” (IIRC 2013, hal. 4).
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Seperti pelaporan keberlanjutan di bawah GRI, pelaporan terintegrasi juga telah
mendapatkan kritik dari berbagai pihak. Beberapa pihak khawatir bahwa penekanan
yang diberikan pada penyedia utang dan ekuitas akan membatasi komitmen mereka
terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan (Flower, 2015; Thomson, 2015). Hal ini
didukung oleh fakta bahwa meskipun pelaporan terintegrasi telah dikaitkan dengan
peningkatan tingkat pengungkapan terkait LST, bagian pertama laporan terintegrasi
seringkali berisi informasi umum dan berulang (Solomon & Maroun 2012; Stent &
Dowler, 2015; Raemaekers, 2016). Pada penelitian terdahulu yang sebagian besar
berbasis di Australia, juga menantang sejauh mana pelaporan terintegrasi akan
menghasilkan reformasi proses bisnis dan strategi yang diperlukan untuk mendorong
keberlanjutan yang nyata (Brown & Dillard, 2014; Higgins dkk., 2014; Stubbs &
Higgins, 2014).

Namun demikian, pelaporan terintegrasi berpotensi menjadi sarana utama bagi
organisasi untuk berkomunikasi dengan pemangku kepentingan. 1IRC mengeluarkan
kerangka pelaporan terintegrasi-nya pada tahun 2013, dan lebih dari 100 (seratus)
perusahaan telah berpartisipasi dalam studi percontohan global bekerja sama dengan
berbagai jaringan investor) mengenai format pelaporan baru tersebut (De Villiers dkk.,
2014b). Di Afrika Selatan, keputusan telah diambil untuk mewajibkan perusahaan yang
terdaftar untuk menyiapkan laporan terintegrasi atau memberikan alasan yang jelas
untuk tidak melakukannya, sehingga pelaporan terintegrasi secara efektif wajib untuk
perusahaan besar di Afrika Selatan (Atkins & Maroun, 2015).

Meskipun pada tempat lain dengan yurisdiksi lain hal tersebut tidak menjadi suatu
kewajiban, banyak prinsip dalam kerangka IIRC yang telah diterapkan oleh perusahaan
di AS, Uni Eropa, dan Australia (Massie, 2010; De Villiers dkk., 2014b; Dumay dkk.,
2017; Guthrie dkk., 2017). Penelitian tentang keadaan pelaporan terintegrasi di Afrika
Selatan, yang diterima secara luas sebagai pionir di bidang ini, juga menunjukkan
bahwa perusahaan mulai menginternalisasi ketentuan kerangka kerja IIRC dan

memberikan pelaporan yang lebih berkualitas tentang indikator keberlanjutan.
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BAB V
KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan tentang kemungkinan pada masa mendatang mengenai
praktik dan penelitian dari akuntansi berkelanjutan dan pelaporan terintegrasi, yang
tentu saja mencakup pelaporan, sistem pengendalian manajemen, dan jaminan. Banyak
dari praktik ini telah dilembagakan dan diterima sebagai persyaratan sebuah perusahaan,
yang memberikan sebuah pandangan dan ketertarikan baru bagi para peneliti. Pada
masa mendatang, tren laporan berkelanjutan ini kemungkinan akan terus berlanjut dan

dipergunakan.

Implikasi

Pelaporan yang berkelanjutan dan terintegrasi, serta jaminan atas laporan-laporan
ini, merupakan bagian dari akuntabilitas. Akuntabilitas memengaruhi legitimasi
organisasi dalam jangka panjang. Keberlanjutan dan pelaporan terintegrasi bergantung
pada informasi yang diberikan dan dikelola oleh akuntansi keberlanjutan, sistem kontrol
manajemen keberlanjutan, dan keterlibatan pemangku kepentingan. Beberapa faktor
lain, yang diberi label "penentu” dalam kerangka kerja ini, memengaruhi akuntansi
keberlanjutan dan pelaporan terintegrasi. Kerangka kerja ini menetapkan panggung
untuk diskusi tentang perlakuan konsep-konsep ini dalam tataran yang lebih dalam.

Batasan

Batasan utama dalam penelitian ini terutama pada unsur ketidakpastian. Apalagi jika
dikaitkan dengan konsep VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity).
Sebenarnya apabila dikaji secara komprehensif, kondisi setelah pandemi atau tepatnya
setelah tahun 2022 seluruh faktor pada konsep VUCA tersebut harus dihadapi. Oleh
karena itu diperlukan CEO yang tanggap, tangguh, tanggon dan trengginas agar bisa
menghadapi situasi yang tidak mudah ini.
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Rekapitulasi Biaya

Praktik Akuntansi Keberlanjutan dalam Ketidak pastian Usaha dan Ketidakpastian Lingkungan Setelah 2022

No. URAIAN/RINCIAN BIAYA
1 |Biaya Operasional (Survei/Pengolahan Data) | 12,076,000.00
2 |Biaya Bahan Habis Pakai 2,350,000.00
3 |Biaya Seminar di UB 4,400,000.00
4 |Biaya ATK dan Laporan 1,000,000.00
5 |Honor Peneliti -
Jumlah Biaya| 19,826,000.00
Biaya Operasional
No. Pelaksanaan Kegiatan Jml Personel | JmlJam/mg Upah (Rp) |Jml Bulan|Total Biaya
1 |Pengumpulan Data (Wawancara, dsb.) 3 6 175,000 3[ 9,450,000
2 [Pengolahan Data 2 6 200,000 1| 2,400,000
3 [Penunjang Operasional 226,000
Jumlah 12,076,000
Biaya Bahan Habis Pakai
No. URAIAN/RINCIAN Volume Biaya/unit (Rp) [Biaya (Rp)
1 |Fotokopi dokumen 500 200.00 100,000.00
2 |Cenderamata 15 150,000.00 2,250,000.00
Jumlah| 2,350,000.00
Biaya Alat Tulis Kantor
No. URAIAN/RINCIAN Volume Biaya/unit (Rp) [Biaya (Rp)
1 |ATK 1 400,000.00 400,000.00
2 |Pembuatan Laporan 3 200,000.00 600,000.00
Jumlah| 1,000,000.00
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